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BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa untuk tertib administrasi dalam melaksanakan
ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2)
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun
2020 tentang Inovasi Daerah, serta mempercepat
terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat melalui
peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran
serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah
perlu adanya inovasi daerah sebagai bentuk
pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

bahwa untuk melaksanakan uji coba dan penerapan
inovasi daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2026, perlu menetapkan nama
inovasi daerah yang akan diujicobakan atau diterapkan
beserta pelaksana inovasi daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Inovasi dan Pelaksana Inovasi pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



Menetapkan

KESATU

10.

11.

12-

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem
Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah;

Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi Nomor 3
Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun
2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Inovasi Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018
tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau
Insentif Inovasi Daerah;

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5
Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 4 Tahun 2023;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 4.1 Tahun
2020 tentang Inovasi Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36
Tahun 2021;

Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun
2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INOVASI DAN
PELAKSANA INOVASI PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2026.

Menetapkan Inovasi dan Pelaksana Inovasi Daerah pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2026 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini;




KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Tembusan, Yth :

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
dilaksanakan oleh Pelaksana Inovasi Daerah secara
transparan, efektif, dan efisien untuk meningkatkan kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten
Lampung Selatan;

Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu melaksanakan tahapan uji coba inovasi
daerah serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan uji
coba inovasi daerah secara berkala sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada
Diktum Kesatu melaksanakan penerapan inovasi daerah
serta membuat laporan penerapan inovasi daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Laporan hasil pelaksanaan uji coba inovasi daerah
sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga disampaikan
kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan
pengembangan untuk dilakukan evaluasi;

Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud
pada Diktum Keempat disusun mengacu pada petunjuk
teknis/petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Jomon 2026

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR :B/ ¥ /V.02/HK /2026
TANGGAL : 20 ~Jonuan 2026
DAFTAR INOVASI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2026
PERANGKAT DAERAH PELAKSANA INOVASI DAERAH i
NO INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN
3 2 3 4 5 6
1 | Sekretariat Dewan E-Office (Penatausahaan Surat Inovasi Tata Kelola Penerapan
Masuk dan Surat Keluar Berbasis | Pemerintahan Daerah
Elektronik)
2 | Sekretariat Dewan Votex Banggar (Voice To Tex Badan | Inovasi daerah lainnya Penerapan
Anggaran) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
3 | Sekretariat Dewan One Click Salary (Informasi Gaji Inovasi daerah lainnya Penerapan
dan Tunjangan DPRD) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
4 | Inspektorat Sosialisasi Lewat Media (SOLMED) | Inovasi daerah lainnya Penerapan
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
S | Inspektorat Lampung Selatan Bebas Transaksi | Inovasi Pelayanan Publik Penerapan

Ilegal dan Korupsi (LAMSEL
BETIK)




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

o INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN e
1 2 3 4 5 6
6 | Inspektorat Sistem Informasi Pemantauan Inovasi Tata Kelola Penerapan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemerintahan Daerah
(SIPATUH)
7 | Dinas Pendidikan Sistem Aproval Data Dapodik Inovasi daerah lainnya Penerapan
(SAPDA) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
8 | Dinas Kesehatan Gerakan Swasembada Air Inovasi pelayanan publik | Penerapan
9 | Dinas Kesehatan Gerakan Aku Sahabatmu Inovasi Pelayanan Publik | Penerapan
10 | Dinas Kesehatan Sistem Informasi Barcode Inovasi daerah lainnya Penerapan
Temperatur (SIBacoT) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
11 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Sistem Manajemen dan Informasi | Inovasi Tata Kelola Penerapan
Ruang Jalan Kabupaten Lampung Selatan | Pemerintahan Daerah
(Teman JaKa Lamsel)
12 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Jalan dengan Lingkungan Teratur, | Inovasi daerah lainnya Penerapan
Ruang Indah, Berkarakteristik sesuai dengan urusan
Meningkatkan Kesejahteraan dan | pemerintahan yang
Aksesbilitas (Jalur Beridentitas) menjadi kewenangan
daerah
13 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Normalisasi Sungai Berbasis Inovasi daerah lainnya Penerapan

Ruang

Kearifan Lokal Lampung Selatan
(SUKA LAMSEL)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

i INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN | ~o1
1 2 3 4 5 6
14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Bangun Kapasitas Tenaga Inovasi daerah lainnya
Ruang Konstruksi Digital Lampung sesuai dengan urusan
Selatan (BANGKIT LAMSEL) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
15 | Dinas Perumahan dan Permukiman Rumah Layak Huni (RULANI) Inovasi daerah lainnya Penerapan
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
16 | Dinas Perumahan dan Permukiman Gerakan Sadar Developer Untuk Inovasi daerah lainnya Penerapan
Prasarana dan Sarana Utilitas sesuai dengan urusan
(GARDU PSU) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
17 | Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Permukiman Terintegrasi sesuai dengan urusan
Lingkungan Teduh dan Hijau pemerintahan yang
(DISPERKIM TEDUH) menjadi kewenangan
daerah
18 | Dinas Sosial TAgana MAsuk SekolAh (TAMASA) | Inovasi daerah lainnya Penerapan
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
19 | Dinas Sosial RUmah Singgah Lampung SelatAN | Inovasi daerah lainnya Penerapan

(RUSLAN)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

e INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN | °1
1 2 3 4 5 6
20 | Dinas Sosial Sistem Informasi GerAk cePat Inovasi daerah lainnya Penerapan
Bantuan SOSial (SIGAP-SOS) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penempatan Tenaga Kerja Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Disabilitas (PANTAS)
22 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Forum Komunikasi Lembaga Inovasi daerah lainnya Penerapan
Pelatihan dengan Industri Daerah | sesuai dengan urusan
Kab. Lampung Selatan (FORKOM pemerintahan yang
LPID LAMSEL) menjadi kewenangan
daerah
23 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pelayanan Cepat Penyelesaian Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Perselisihan Hubungan Industrial
(PENCET SALAH)
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pusat Eduwisata Parenting dan Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Perlindungan Anak Gender
25 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Layanan Pelaporan Perempuan Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Perlindungan Anak Anak Korban Aksi Cepat Aman
Melindungi (LAPOR PAK ACAM)
26 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Orang Tua Hebat Anak Kuat Inovasi daerah lainnya Penerapan

Perlindungan Anak

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

N INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN -
1 2 3 4 5 6
27 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Forum Interaksi dan Kolaborasi Inovasi daerah lainnya Penerapan
Keluarga Berencana Gerakan Orang Tua Asuh Cegah sesuai dengan urusan
Stunting (FIKIR GENTING) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
28 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Lanjut Usia Aktif, Sehat, Elok, Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Keluarga Berencana Produktif (LANSIA ASEK)
29 | Dinas Pengendalian Penduduk dan Monitoring Akseptor Pasca Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Keluarga Berencana Persalinan (Monitor PA'NAN)
30 | Dinas Ketahanan Pangan Program Lumbung Pangan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Masyarakat (Pro-LPM) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
31 | Dinas Ketahanan Pangan Nuansa Lokal Beragam Bergizi Inovasi daerah lainnya Penerapan
Seimbang dan Aman (Nusa B2SA) | sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
32 | Dinas Ketahanan Pangan Sistem Pengawasan Keamanan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Pangan Segar (SIMPAN AMPAS) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
33 | Dinas Lingkungan Hidup Percontohan, Pengelolaan Sampah | Inovasi daerah lainnya Penerapan

Skala Rumah Tangga dan Mari
Menabung Pakai Sampah Rumah
(P2S2RT MAMA PAPA MAH)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

NO INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN ]
1 2 3 4 o 6
34 | Dinas Lingkungan Hidup Gerakan Pembangunan Lahan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Kritis (GERBANG LARI) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
35 | Dinas Lingkungan Hidup Meningkatkan Kesadaran Inovasi daerah lainnya Penerapan
Lingkungan Melalui Program sesuai dengan urusan
Adiwiyata di Sekolah (Merangkul pemerintahan yang
Prodis) menjadi kewenangan
daerah
36 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Elektronik Pelayanan Administrasi | Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Kependudukan Jarak Jauh (e-PAK
JAJA)
37 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Sistem Layanan Administrasi Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Kependudukan Proaktif Berbasis
Peristiwa (SILAKU PROAKTIF)
38 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | CAPIL GO VILLAGE 4.0 Inovasi pelayanan publik | Penerapan
39 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Forum Desa Wisata Lampung Inovasi daerah lainnya Penerapan
Selatan (FDWLS) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
40 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pengembangan Kegiatan Badan Inovasi daerah lainnya Penerapan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan
Rukun Tetangga (RT) Untuk
Meningkatkan Kualitas Hidup
Warga Kabupaten Lampung
Selatan

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

) INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN il
1 2 3 4 9 6
41 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Pengembangan Digital Info Wisata | Inovasi daerah lainnya Penerapan
Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
42 | Dinas Perhubungan Monitoring Arus Transportasi Inovasi daerah lainnya Penerapan
Jalan (Mata Jalan) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
43 | Dinas Perhubungan Sinar Desa Mandiri (SDM) Inovasi daerah lainnya Penerapan
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
44 | Dinas Perhubungan Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas | Inovasi pelayanan publik | Penerapan
dan Pencegahan Kecelakaan Dini
(Pelangi)
45 | Dinas Komunikasi dan Informatika Liputan, Publikasi Kegiatan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Pemerintahan (LUPIS KETAN) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
46 | Dinas Komunikasi dan Informatika Hadirkan Akses Layanan Online Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Kabupaten LAMpung SELatan
(HALO LAMSEL)
47 | Dinas Komunikasi dan Informatika Sistem Kaji Data Tata Kelola Inovasi tata kelola Penerapan

Terpadu (SIKAT DATA)

pemerintahan daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

w INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN | FoT
1 2 3 4 S 6
48 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Sinergi Akses Kemitraan dan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Pembiayaan Terintegrasi Untuk sesuai dengan urusan
Koperasi Produktif (SAKTI KOP) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
49 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Sistem Informasi Koperasi Desa Inovasi tata kelola Penerapan
Merah putih Terpadu dan Handal | pemerintahan daerah
(SIKOPDEH)
50 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Sistem Informasi Entrepreneur Inovasi tata kelola Penerapan
Lampung Selatan (SI-ELSA) pemerintahan daerah
51 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan MAL PELAYANAN PUBLIK-MINI Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Perizinan TSP (MPP MINI)
52 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Sistem Informasi Perizinan Online | Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Perizinan TSP Aman, Solusi, Informatif,
Kompeten (SIP-ON ASIK ASIK)
53 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kegiatan Pendampingan Laporan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Perizinan TSP Penanaman Modal (KEPINGAN sesuai dengan urusan
ORDAL) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
54 | Dinas Pemuda dan Olahraga Sistem Penataan Dokumen Inovasi tata kelola Penerapan
Kepegawaian (SIPENA) pemerintahan daerah
55 | Dinas Pemuda dan Olahraga Agroedu Senam Keliling Inovasi daerah lainnya Penerapan

Kecamatan

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

o INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN s
1 2 3 4 3 6
56 | Dinas Pemuda dan Olahraga Penyelenggara Layanan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Kepemudaan Melalui Implementasi | sesuai dengan urusan
RAD (PAPEDA LUMER) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
57 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Festival Literasi Daerah Inovasi daerah lainnya Penerapan
(FESTISIDA) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
58 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Belajar Membaca dan Berhitung Inovasi daerah lainnya Penerapan
Lewat Dongeng (BELATUNG sesuai dengan urusan
WADON) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
59 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Digitalisasi Arsip Statis Inovasi tata kelola Penerapan
pemerintahan daerah
60 | Dinas Perikanan Program Pengembangan Kapasitas | Inovasi daerah lainnya Penerapan
Nelayan Kecil (PROMBAKAN sesuai dengan urusan
KECIL) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
61 | Dinas Perikanan Pelatihan Pengolahan Menu Inovasi daerah lainnya Penerapan

Berbahan Dasar Ikan (TEMAN
IKAN)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

e INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN | “°F
1 4 3 4 5 6
62 | Dinas Perikanan Budidaya Ikan Dalam Ember Inovasi daerah lainnya Penerapan
Untuk Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan urusan
(BUDIKTASAN) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
63 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Business Matching Inovasi Daerah Lainnya | Penerapan
Sesuai Dengan Urusan
Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
64 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gebrak Gotong Royong Destinasi Inovasi Daerah Lainnya | Penerapan
Wisata (GEROT WISATA) II Sesuai Dengan Urusan
Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
65 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Satu Sekolah Satu Kesenian Inovasi daerah lainnya Penerapan
Lampung sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
66 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan | Sistem Data Pertanian Terintegrasi | Inovasi tata kelola Penerapan
Perkebunan Lampung Selatan (SITANI pemerintahan daerah
LAMSEL)
67 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan | Pengembangan Gula Merah Kelapa | Inovasi daerah lainnya Penerapan

Perkebunan

Menjadi Gula Semut Kristal
(PALAPA-GSK)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

g INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN e
1 2 3 4 o 6
68 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan | Gerakan Menanam Padi Tiga Kali | Inovasi daerah lainnya Penerapan
Perkebunan (GEMPITA) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
69 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengelolaan Limbah Organik Inovasi daerah lainnya Penerapan
Kotoran Ayam Ramah Lingkungan | sesuai dengan urusan
(PELOR KORAL) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
70 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Keamanan Produk Informasi Pelayanan Penerapan
Pangan Asal Hewan Untuk Publik
Lindungi Masyarakat (PANDAWA
LIMA)
71 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sistem Ketahanan Pakan Berbasis |Inovasi daerah lainnya Penerapan
Bahan Lokal (SITAPAK SIBALOK) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
72 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Trio Instan V.2 (Transfer Embrio, Informasi Pelayanan Penerapan
Inseminasi Buatan dan Publik
Penanganan Kelahiran)
73 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Ramadhan Corner Kalianda Pasar | Informasi Pelayanan Penerapan
Terpadu Ramadhan Yang Nyaman, | Publik
Terjangkau dan Berkah (RACOR
ANDA)
74 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Warung Pengendalian Inflasi Inovasi daerah lainnya Penerapan

Berbasis Whatsapp (WAGENSI)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

ol INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN P
1 . 3 4 S 6
75 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian Integrasi Pasar Murah Berbasis Inovasi daerah lainnya Penerapan
Agro Edu Wisata (GRASPASMUR sesuai dengan urusan
AGRO EDU WISATA) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
76 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Inspeksi Proteksi Kebakaran (IPAK) | Informasi Pelayanan Penerapan
Penyelamatan Publik
77 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Gerakan Cepat Penyelamatan dan | Informasi Pelayanan Penerapan
Penyelamatan Evakuasi Kepada Masyarakat Publik
(GERCEP MATKUSIKAT)
78 | Dinas Pemadam Kebakaran dan SI PINTAR SARPRAS 2.0 Inovasi tata kelola Penerapan
Penyelamatan pemerintahan daerah
79 | Satuan Polisi Pamong Praja Peta Wilayah Pelanggaran Inovasi daerah lainnya Penerapan
Ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan urusan
Umum (TANTRIBUM MAP) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
80 | Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Inovasi daerah lainnya Penerapan
Pariwisata (Pol PP Wisata) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
81 | Satuan Polisi Pamong Praja Patroli Penyakit Masyarakat Siswa | Inovasi daerah lainnya Penerapan

dan Pelajar (OLI PEKAT WAJAR)
Chapter 3

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
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82 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Sistem Aksi dan Pelaporan CSR Inovasi tata kelola Penerapan
(SAPA CSR) pemerintahan daerah
83 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Akses Sistem Informasi Inovasi tata kelola Penerapan
Perencanaan Terpadu (AKSI pemerintahan daerah
CANDU)
84 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Government Innovation Award Inovasi daerah lainnya Penerapan
Kabupaten Lampung Selatan (GIA | sesuai dengan urusan
LAMSEL) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
85 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Lampung Selatan Research and Inovasi daerah lainnya Penerapan
Scientific Challenge (LAMSEL sesuai dengan urusan
REACH) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
86 | Badan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Daerah Inovasi daerah lainnya Penerapan
Sehat, Gemar Inovasi, dan Ramah | sesuai dengan urusan
Lingkungan (BRIDA SEGER) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
87 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Gerakan Bersama Akselerasi Inovasi daerah lainnya Penerapan
Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan urusan
(GEBRAK BMD) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
88 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Sinergi dan Garak Percepatan Inovasi daerah lainnya Penerapan

Daerah

Pelaporan Keuangan Perangkat
Daerah (SIGAP LAPOR)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
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NO INOVASI DAERAH 3 4 5 5
1 & t Sarana Asistensi dan Harmonisasi Inovagi daerah lainnya Penerapan
89 | Badan Pengelola Keuangan dan Ase Administrasi Bendahara Perangkat sesuai dengan urusan
Daerah Daerah (SAHABAT BENDAHARA) | pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
i ikasi Paj i lola Penerapan
- ibusi Sistem Aplikasi Pajak Daerah Inovas_l tata ke
90 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Online (SIAP DONE) pemerintahan daerah
— T Gerakan ASN Pelopor Pajak (Gass Inova§i daerah lainnya Penerapan
91 | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Poll sesuai dengan urusan
Daerah bemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
ak dan Retribusi Relaksasi Pajak Daerah (Si Jaka) Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Paj an
92 | Badan Pengelola
Daerah : Pemutakhiran Elemen Datg . Inovasi pelayanan publik Penerapan
93 | Badan Kepegawaian dan Diklat Kependudukan Aparatur Sipil
Negara (PADUKA ASN) : :
ik Pelayanan Informasi Mutasi ASN | Inovas; pelayanan publik Penerapan
94 | Badan Kepegawaian dan Dikla Terintegrasi (PINTAR)
- Optimalisasi Karir dan Bakat Inovagi daerah lainnya Penerapan
95 | Badan Kepegawaian dan Diklat Terintegrasi Bagi Aparatur Sipil Sesuai dengan urusan
Negara (ORBIT ASN) bPeémerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
— Sistem Informasi Kewaspadaan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Bangsa dan Politik
96 | Badan Kesatuan

sesuai dengan urusan
pPemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
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97 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sistem Informasi Data Satu Ormas | Inovasi daerah lainnya Penerapan
(SI DATUMAS) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
98 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sistem Informasi Pencegahan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Penyalahgunaan Narkotika (SI sesuai dengan urusan
PENTIKA) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
99 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gladi Lapang Bersama Simulasi Inovasi daerah lainnya Penerapan
(GALA BERMUSI) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
100 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mitigasi Bersama Masyarakat Inovasi daerah lainnya Penerapan
(SIMAMAS) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
101 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Desa Insklusif Tangguh (DESINTA) | Inovasi daerah lainnya Penerapan
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
102 | RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Bangun Aktif Pertolongan Hidup Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Dasar Rumah Sakit Bob Bazar
(BATUR RSBB)
103 | RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Menu Asupan Gizi Anak Rumah Inovasi pelayanan publik | Penerapan

Sakit Bob Bazar (MANJA RSBB)
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104 | RSUD Dr. Bob Bazar, SKM Rumah Sakit Berbasis Aplikasi Inovasi tata kelola Penerapan
Informasi Kesehatan (RUSA pemerintahan daerah
BERAKSI)
105 | Bagian Tata Pemerintahan Sistem Informasi Laporan Inovasi tata kelola Penerapan
Pertanggungjawaban (SILABAN) pemerintahan daerah
106 | Bagian Kesejahteraan Rakyat Wisata Rohani (WISROH) Inovasi daerah lainnya Penerapan
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
107 | Bagian Hukum Penyuluhan Interaktif dan Terpadu | Inovasi daerah lainnya Penerapan
Regulasi Hukum Digital Lampung | sesuai dengan urusan
Selatan (PINTAR HUKUM DI pemerintahan yang
LAMSEL) menjadi kewenangan
daerah
108 | Bagian Kerja Sama Jaringan Kerja Sama Daerah Inovasi daerah lainnya Penerapan
Kabupaten Lampung Selatan 3.0 sesuai dengan urusan
(JEJAMA 3.0) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
109 | Bagian Perekonomian Gerakan Lintas Instansi Atasi Inovasi daerah lainnya Penerapan
Inflasi Berkelanjutan (Geliat Nasi sesuai dengan urusan
Ketan) 2 pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
110 | Bagian Administrasi Pembangunan Updating Sistem Informasi Inovasi tata kelola Penerapan

Administrasi Pembangunan
(UPDATING SI-ABANG LAM-SEL)

pemerintahan daerah
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111 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Jemput Bola Layanan Inovasi Pelayanan Publik | Penerapan
Pengadaan Barang Jasa (JEBOL
LAPAN)
112 | Bagian Sumber Daya Alam Listrik Tenaga Surya Sebuku (Lis Inovasi daerah lainnya Penerapan
Gaya Ku) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
113 | Bagian Umum Sistem Resepsionis Buku Tamu Inovasi tata kelola Penerapan
pemerintahan daerah
114 | Bagian Organisasi Pelayanan Organisasi Reformasi Inovasi Pelayanan Publik | Penerapan
Birokrasi (PORMASI) Versi 2
115 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Agenda Pintar Bupati (API) Inovasi Daerah Lainnya | Penerapan
Sesuai Dengan Urusan
Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
116 | Bagian Perencanaan dan Keuangan Penatausahaan Perpajakan Inovasi tata kelola Penerapan
Dilingkup Sekretariat Daerah pemerintahan daerah
Kabupaten Lampung Selatan (Nata
Perjaka Dilingkup Setdakab
Lamsel)
117 | Kecamatan Penengahan Kantor Camat Ramah (KANCA Inovasi Pelayanan Publik | Penerapan

RAMAH)
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118 | Kecamatan Penengahan "NGOBRAS (Ngobrol Santai) Inovasi Daerah Lainnya | Penerapan
BARENG ”"SITAJAM” (Silahturahmi | Sesuai Dengan Urusan
Satu Jam) Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
119 | Kecamatan Rajabasa Wisata Laut, Gunung, Sawah Inovasi Daerah Lainnya | Penerapan
(WISATA LAGUSA) Sesuai Dengan Urusan
Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
120 | Kecamatan Rajabasa GERAKAN BERSIH KECAMATAN Inovasi Daerah Lainnya | Penerapan
RAJABASA (GEBERKERA) Sesuai Dengan Urusan
Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
121 | Kecamatan Sidomulyo Pelayanan Dan Pengaduan Inovasi Pelayanan Publik | Penerapan
Bersinergi (PELANGI)
122 | Kecamatan Sidomulyo Mobil Naker Keliling Kecamatan Inovasi Pelayanan Publik | Penerapan
(MONALIKA)
123 | Kecamatan Candipuro Sistem Jaringan Bersama Inovasi Daerah Lainnya | Penerapan
Lingkungan 2 (SI JARING Sesuai Dengan Urusan
KAMBING 2) Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
124 | Kecamatan Candipuro ASRI, BERSIH, RAPIH, INDAH dan |Inovasi Daerah Lainnya Penerapan

Berketahanan Pangan 2 (ABRI
KEPANG 2)

Sesuai Dengan Urusan
Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan
Daerah
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125 | Kecamatan Natar Gardu Aspirasi (GARASI) Inovasi Pelayanan Publik | Penerapan
126 | Kecamatan Natar BENGKEL AHLAK Inovasi daerah lainnya Penerapan
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
127 | Kecamatan Jati Agung Masyarakat Jati Agung Peduli Inovasi daerah lainnya Penerapan
(MAS JALI) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
128 | Kecamatan Jati Agung LIHAT SAMPAH AMBIL (LISA) Inovasi daerah lainnya Penerapan
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
129 | Kecamatan Way Panji Berdaya Garap Wilayah Instansi Inovasi daerah lainnya Penerapan
serta Lahan Edukasi Sekolah sesuai dengan urusan
Terpadu Aman Ramah Inspiratif pemerintahan yang
(BEGAWI LESTARI) menjadi kewenangan
daerah
130 | Kecamatan Way Panji Promosi Desa Wisata Seni Budaya | Inovasi daerah lainnya Penerapan

Berbasis Ekonomi Kreatif 2.0
(PRODESTA SIKOP 2.0)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
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131 | Kecamatan Way Sulan Gerakan Bersama Selamatkan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Remaja (GEBER SENJA) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
132 | Kecamatan Way Sulan Gotong Royong Patuhi di Hari Inovasi daerah lainnya Penerapan
Jum'at (GOR PAJUM) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
133 | Kecamatan Sragi Cerdas, Edukatif, Ramah, Indah Inovasi pelayanan publik | Penerapan
dan Asri (SRAGI CERIA)
134 | Kecamatan Sragi Deteksi Inspeksi Pegawai dan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Layanan Internal Desa Kecamatan | sesuai dengan urusan
Sragi (DISIPLIN SRAGI) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
135 | Kecamatan Katibung Gerakan Masyarakat Bersih Inovasi daerah lainnya Penerapan
Lingkungan (GEMA BERILINK) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
136 | Kecamatan Katibung Sistem Pelayanan Informasi, Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Terintegrasi dan Responsif (SI -
PINTAR)
137 | Kecamatan Kalianda Destinasi Wisata Kalianda Inovasi daerah lainnya Penerapan

(DESWITA)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
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138 | Kecamatan Kalianda Pesona Wisata Kelurahan Desa Inovasi daerah lainnya Penerapan
Kalianda (PETA SAKA) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
139 | Kecamatan Tanjung Bintang KOmputerisasi DAta eKobang Inovasi tata kelola Penerapan
(KODAK) pemerintahan daerah
140 | Kecamatan Tanjung Bintang Komputerisasi Data Kesos (KOTAK) | Inovasi tata kelola Penerapan
pemerintahan daerah
141 | Kecamatan Merbau Mataram Budi Daya Madu Trigona Inovasi daerah lainnya Penerapan
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
142 | Kecamatan Merbau Mataram Pembuatan Jamur Keberuntungan | Inovasi daerah lainnya Penerapan
Abadi (PEJAKA) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
143 | Kecamatan Palas Mitigasi Potensi Masalah dalam Inovasi daerah lainnya Penerapan
Pengelolaan Dana Desa Dengan sesuai dengan urusan
Aplikasi (MISI MAS EGI) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
144 | Kecamatan Palas Gerakan Penanaman Sereh Guna | Inovasi daerah lainnya Penerapan

pEmanfaatan baHu Jalan (GPS
GEH)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
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145

Kecamatan Tanjung Sari

Tanjungsari Bakti Sosial (TANSA
BAKSO)

Inovasi daerah lainnya
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah

Penerapan

146

Kecamatan Tanjung Sari

Gerakan Menanam Pohon
(GERMASPON)

Inovasi daerah lainnya
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah

Penerapan

147

Kecamatan Ketapang

Gerakan Audit Kasus Stunting
Kecamatan Ketapang (GASING)

Inovasi daerah lainnya
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah

Penerapan

148

Kecamatan Ketapang

Gerakan Minat Baca dan Literasi
(GEMBIRA)

Inovasi daerah lainnya
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah

Penerapan

149

Kecamatan Bakauheni

Pemanfaatan Pekarangan Berbasis
Ekonomi (PKBE)

Inovasi daerah lainnya
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah

Penerapan

150

Kecamatan Bakauheni

Sistem Keindahan Lingkungan
Kantor (SKLK)

Inovasi daerah lainnya
sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah

Penerapan
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151 | Puskesmas Way Urang Lansia Berani Sehat Mandiri Inovasi pelayanan publik | Penerapan
(LANSIA BERSERI)

152 | Puskesmas Kalianda Aksi Tanggap Rujukan Anak Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Stunting (ATAP RANTING)

153 | Puskesmas RI Bakauheni BERsama SAtu Tujuan Untuk Inovasi pelayanan publik | Penerapan
SIRnakan TuBercolusis (BERSATU
USIR TB)

154 | Puskesmas RI Penengahan Skrining Aman, Nyaman, Tuntas Inovasi pelayanan publik | Penerapan
HPV (SANTUN HPV)

155 | Puskesmas Palas Screening Keliling PTM (S LILIN Inovasi pelayanan publik | Penerapan
PTM)

156 | Puskesmas RI Bumi Daya Gotong Royong Cegah, Monitoring | Inovasi pelayanan publik | Penerapan
dan Tuntaskan Stunting (GONG
CATING)

157 | Puskesmas RI Rajabasa Sahabat Untuk Melayani Penyakit | Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Kronis (SAHABAT MANIS)

158 | Puskesmas RI Ketapang Cegah dan Cari Penderita Inovasi pelayanan publik | Penerapan
HIV/AIDS di Sekitar Kita (CERITA
HATI KITA)

159 | Puskesmas RI Sragi SIMBAH BUGAR Inovasi pelayanan publik | Penerapan

160 | Puskesmas RI Sidomulyo Sidomulyo Ayo Sehat Dengan Inovasi pelayanan publik | Penerapan

Taman Obat Keluarga
(SAHABATKU)
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161 | Puskesmas Way Panji deTEKsi diNi SI Kanker Leher Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Rahim (TEKNISI KILER)

162 | Puskesmas Way Sulan SEhat NYata Untuk Mencegah Inovasi pelayanan publik | Penerapan
kanker serviks melalui
pemeriksaan IVA (SENYUM IVA)

163 | Puskesmas RI Candipuro Candipuro Bersama Gerakan Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Masyarakat Sehat Jiwa
(CANDIPURO BERGEMA SEJIWA)

164 | Puskesmas RI Tanjung Sari Pos Remaja Putri Bebas Anemia Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Versi Dua (POETRI BISA V.2)

165 | Puskesmas Natar Sinergi Edukasi, Nutrisi dan Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Teknologi Untuk Hidup Bersih dan
Sehat Berbasis Masyarakat
(SENTUH STBM)

166 | Puskesmas Branti Raya Deteksi dan Penjaringan Aktif Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Kasus TB Paru (DETEKTIF TB)

167 | Puskesmas Tanjung Agung Tanggap, Nyaman dan Rajin Sadar |Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Jiwa (Tanjung Waras)

168 | Puskesmas RI Katibung Percepatan Penemuan Kasus TB Inovasi pelayanan publik | Penerapan
(CEPAK TB)

169 | Puskesmas Hajimena Kewaspadaan DBD Berbasis Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Masyarakat Melalui Ovitrap
(KEMBARA-OVI)

170 | Puskesmas RI Sukadamai Pemberian Makanan Tambahan Inovasi pelayanan publik | Penerapan

Guna Mencegah Balita Stunting
(PERMATA MELINTING)
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171 | Puskesmas Tanjungsari Natar Gerakan Percepatan Cek Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Kesehatan Gratis Integrasi
(GERCEP CEK-IN)

172 | Puskesmas Kali Asin Konsultasi Online doKter Sehat, Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Aman, Nyaman Gratis (KOK
SAYANG PUSKESMAS KALIASIN)

173 | Puskesmas RI Tanjung Bintang Gerakan Sehat Prolanis Tanjung Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Bintang (GASPOL TABIN)

174 | Puskesmas Merbau Mataram Kunjungan Pasien Dengan Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Gangguan Jiwa (KUPAS GAJI)

175 | Puskesmas RI Talang Jawa Jemput Bola Layanan Kesehatan Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Gratis di Masyarakat (JEMPOL
SEHAT)

176 | Puskesmas Karang Anyar Cek Serviks Rutin, Ibu Aman (IVA | Inovasi pelayanan publik | Penerapan
CERIA)

177 | Puskesmas RI Banjar Agung Sehat Tanpa Hipertensi (SEHATI) Inovasi pelayanan publik | Penerapan

178 | Puskesmas Sinar Rezeki Rawat Jiwa Wahana Lingkungan Inovasi pelayanan publik | Penerapan
dan Bina Ruhani (RAJAWALI
BIRU)

179 | SD Negeri 1 Way Urang Pengembangan Perpustakaan Inovasi daerah lainnya Penerapan

Digital Untuk Meningkatkan Minat
Baca Siswa

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
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180 | SD Negeri Sukatani Gerakan Lingkungan Asri dan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Toilet Bersih (GELIAT) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
181 | SD Negeri Hargopancuran Layanan Hargo Berkarakter Inovasi pelayanan publik | Penerapan
182 | SD Negeri 4 Sidoharjo Digitalisasi dan Sampahku Inovasi daerah lainnya Penerapan
Tanggung Jawabku (DIGI- sesuai dengan urusan
SAMTAKU) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
183 | SD Negeri 2 Bangunan Kenal, Ucapkan dan Lestarikan Inovasi daerah lainnya Penerapan
Bahasa Lampung di Sekolah sesuai dengan urusan
(KECAPI LAMPUNG) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
184 | SD Negeri 3 Sukabaru Tani dan Ikan Edukasi (Tanika Inovasi daerah lainnya Penerapan
Edu) sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
185 | SD Negeri 1 Ketapang "Belajar Seru, Maju Pasti!" SDN 1 Inovasi daerah lainnya Penerapan

Ketapang

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
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186 | SD Negeri 5 Sidorejo Menciptakan Budaya SPJ Inovasi daerah lainnya Penerapan
(Sekolahnya Para Juara) Melalui sesuai dengan urusan
Integrasi Pembelajaran Mendalam | pemerintahan yang
Dan 7 Kebiasaan Anak Indonesia menjadi kewenangan
Hebat daerah
187 | SD Negeri 2 Sidoasri e-LENSA BBG (Supervisi Guru Inovasi tata kelola Penerapan
Berfokus pada Berkesadaran, pemerintahan daerah
Bermakna dan Menggembirakan
Dengan Bantuan Teknologi)
188 | SD Negeri 1 Karang Pucung Penanaman Budaya Sekolah Asri, |Inovasi daerah lainnya Penerapan
Bersih, Rapi dan Indah Melalui sesuai dengan urusan
Edukasi Agro Wisata Berbasis pemerintahan yang
Karakter (TABURI AGROEDU menjadi kewenangan
GREEN SCHOOL) daerah
189 | SD Negeri 1 Mulyosari Kebun Kelas Ceria: Belajar Inovasi daerah lainnya Penerapan
Bertani, Beternak dan Budidaya sesuai dengan urusan
Ikan di SD pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
190 | SD Negeri 1 Merbau Mataram Kompos Cair Anti Hama Untuk Inovasi daerah lainnya Penerapan
Hidroponik Sekolah Dasar Negeri 1 | sesuai dengan urusan
Merbau Mataram (KOMPAK- pemerintahan yang
HIDRO SD NEGERI 1 MERBAU menjadi kewenangan
MATARAM) daerah
SD Negeri 2 Way Huwi Berbudaya “Bersama Jangan Inovasi daerah lainnya Penerapan

191

Tanya Siapa Yang Buang Tapi
Ambil Dan Buang Sampahnya”

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

e INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN | 7
1 s 3 4 5 6
192 | SD Negeri 2 Jatibaru Gerakan Literasi Digital Melalui Inovasi daerah lainnya Penerapan
Jurnal Misi Rahasia Berbasis sesuai dengan urusan
GAMIFIKASI Pembelajaran di SD pemerintahan yang
Negeri 2 Jatibaru (GELIAT JUARA) | menjadi kewenangan
daerah
193 | SD Negeri 4 Merak Batin Pembelajaran Life Skill Sekolah Inovasi daerah lainnya Penerapan
Dasar UPTD SD Negeri 4 Merak sesuai dengan urusan
Batin Kecamatan Natar Kabupaten | pemerintahan yang
Lampung Selatan menjadi kewenangan
daerah
194 | SMP Negeri 1 Kalianda Program Inovasi Pembelajaran Inovasi daerah lainnya Penerapan
SMPN 1 Kalianda (PIJAR SMPN sesuai dengan urusan
SAKA) pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
195 | SMP Negeri 1 Sidomulyo Sistem Informasi Manajemen Inovasi daerah lainnya Penerapan
Sekolah UPTD SMPN 1 Sidomulyo | sesuai dengan urusan
Berbasis Digital (SIMANIS pemerintahan yang
SPENSASI) menjadi kewenangan
daerah
196 | SMP Negeri 3 Palas Gerakan Mandiri Peduli Alam Inovasi daerah lainnya Penerapan

Sekolah (GEMA PALAS)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




PERANGKAT DAERAH PELAKSANA

INOVASI DAERAH

N INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN | °0
1 2 3 4 8 6
197 | SMP Negeri 1 Katibung Gerakan Membaca 5 Menit di Inovasi daerah lainnya Penerapan
Rumah, Implementasi Literasi sesuai dengan urusan
Membaca Berkelanjutan Berbasis | pemerintahan yang
Platform Perpustakaan Digital menjadi kewenangan
“NAWASENA” Bagi Peserta Didik daerah
UPTD SMPN 1 Katibung Lampung
Selatan (GEMELIMAH)
198 | SMP Negeri 2 Merbau Mataram Penguatan Karakter Budaya Positif | Inovasi daerah lainnya Penerapan
Melalui "E-Care School (Electronic | sesuai dengan urusan
- Care School)" Untuk Mengatasi pemerintahan yang
Perundungan di SMP Negeri 2 menjadi kewenangan
Merbau Mataram daerah
199 | SMP Negeri 1 Tanjung Bintang "Gerakan SEPASI Sebagai Upaya Inovasi tata kelola Penerapan
Mewujudkan Sekolah Perintis pemerintahan daerah
Digitalisasi" Di SMPN 1 Tanjung
Bintang Kabupaten Lampung
Selatan Provinsi Lampung
200 | SMP Negeri 2 Tanjung Bintang Mewujudkan SMP Negeri 2 Inovasi daerah lainnya Penerapan
Tanjung Bintang Sebagai Sekolah | sesuai dengan urusan
Sehat Lampung Selatan maju pemerintahan yang
BISMILLAH BISA menjadi kewenangan
daerah
201 | SMP Negeri 1 Tanjung Sari Inovasi Kompos Dari Daun Inovasi daerah lainnya Penerapan

(INOVASI EKO DAUN)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah




Sebagai Sumber Pembelajaran
Kontekstual Terintegrasi Hybrid"
(ECO-DIGI GREEN SCHOOL)

sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah

PERANGKAT DAERAH PELAKSANA INOVASI DAERAH KET
NO INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN
7 2 : 3 4 5 6
202 | SMP Negeri Satu Atap 2 Jati Agung PIIL PESENGGIRI AGRO ACTION Inovasi daerah lainnya Penerapan
UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Jati | sesuai dengan urusan
Agung pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
203 | SMP Negeri 3 Natar Sekolah Aman, Nyaman, Inovasi daerah lainnya Penerapan
Terpelajar, Aktif, Peduli sesuai dengan urusan
Lingkungan, Anti Sampah Tanpa pemerintahan yang
Indikasi Kotor (SANTAP PLASTIK menjadi kewenangan
SMPN 3 NATAR) daerah
204 | SMP Negeri 5 Natar Sekolah Ramah Lingkungan (Green Inovasi daerah lainnya Penerapan
School) dan Gerakan Bebas Plastik sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
205 | SMP Negeri 6 Natar Program SAKAI SAMBAYAN SMP Inovasi daerah lainnya Penerapan
NEGERI 6 NATAR sesuai dengan urusan
pemerintahan yang
menjadi kewenangan
daerah
206 | SMP Negeri 1 Penengahan Penguatan Literasi, Numerasi, dan | Inovasi daerah lainnya Penerapan
Karakter Berbasis Kearifan Lokal sesuai dengan urusan
Lampung Selatan. (PENA SAI pemerintahan yang
BUMI CERDAS) menjadi kewenangan
daerah
207 | SMP Negeri 2 Palas "Optimalisasi Lingkungan Sekolah | Inovasi daerah lainnya Penerapan

[T



NO PERANGKAT DAERAH PELAKSANA INOVASI DAERAH KET
INOVASI DAERAH NAMA BENTUK TAHAPAN
1 2 3 4 5 6
208 | SMP Alhuda Pusat Sumber Pendidikan Inklusi | Inovasi pelayanan publik | Penerapan
Untuk Murid Di SMP Al-Huda
Lampung Selatan (PUBERPENDIM
LAMSEL)
209 | SMP Negeri 1 Way Panji Program Pembelajaran Berbasis Inovasi daerah lainnya Penerapan
Proyek Digital Untuk sesuai dengan urusan
Meningkatkan Keterampilan pemerintahan yang
Sekolah Menengah Pertama menjadi kewenangan
(P2BD LAMSEL) daerah
210 | SMP Negeri 1 Palas Sekolah Berbudaya, "Piil Inovasi daerah lainnya Penerapan
Pesenggiri" Program Inovasi sesuai dengan urusan
Pembelajaran Budaya Lokal di pemerintahan yang
UPTD SMP Negeri 1 Palas, menjadi kewenangan
Kabupaten Lampung Selatan daerah

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
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